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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari pengertian tersebut jelas bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun 

dana dan penyalur dana bagi masyarakat.2 Dalam fungsinya sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat, bank dituntut untuk menjaga kepercayaan yang diberikan 

oleh masyarakat bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan 

dana (pasiva bank), tetapi juga bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari 

bank tersebut (aktiva bank). Untuk menjaga kepercayaan para nasabah yang 

mempercayakan dana dan jasa - jasa lain yang dilakukan bank pada khususnya dan 

dari kadar masyarakat pada umumnya, sehingga eksistensi sebuah bank bukan saja 

hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga 

oleh masyarakat nasional dan global.

Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh 

nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank

i

Undang - undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang No 7 tahun 1992 
Tentang Perbankan, BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1, butir 2
2 Undang - undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang No 7 tahun 1992 
Tentang Perbankan BAB 2 Pasal 3 disebutkan fungsi perbankan.
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tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta 

keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain, 

tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi 

dengan teguh rahasia bank.

Awalnya ketentuan rahasia bank, adalah bertujuan untuk melindungi 

kepentingan nasabah secara individual. Namun disisi lain, sehubungan dengan 

keadaan politik, keadaan sosial, dan terutama kemajuan teknologi, tidak hanya 

membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif terhadap dunia perbankan. 

Yaitu meningkatnya tindak pidana yang memanfaatkan fasilitas dan kerahasiaan 

bank yang ketat, sehingga menyebabkan dunia perbankan dimanfaatkan sebagai lahan 

persembunyian dan pencucian uang hasil kejahatan.3 Dengan kemajuan teknologi 

sekarang, bukan hal yang tidak mungkin pengiriman uang dapat dilakukan dalam 

hitungan menit. Hal tersebut semakin menambah tinggi tindak pidana berskala 

nasional maupun internasional yang memanfaatkan fasilitas perbankan. Tujuan dari 

tindak pidana tersebut adalah untuk menghilangkan jejak dan menjadikan hasil tindak 

pidana berupa uang tersebut menjadi ilegal. Di Indonesia masalah money laundering 

( pencucian uang ) kini menjadi perhatian utama dalam hubungan dengan lembaga 

perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang telah mencapai 2% - 5% dari Gross 

Domestic Product dunia.4 Berdasarkan statistik IMF hasil kejahatan yang dicuci 

melalui bank - bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US $ 1.500 miliar

Jenis — jenis kejahatan diatur dalam Undang — undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan atas 
Undang - undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 
4 Jurnal Hukum Bisnis, “ Memerangi Pencucian Uang “. Volume 16 November 2001, htm 4
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urut Financial Action Task Force ( FATF ), perkiraan atas 

tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap

per tahun.5 Selain itu, men 

jumlah uang yang dicuci setiap 

berkisar antara US $ 300 miliar dan US $ 500 miliar.

rahasia bank diatur oleh masing-masing negara dapat 

dikelompokkan dalam dua kelompok.7 Kelompok pertama menentukan pelanggaran 

rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (civil violation). Negara-negara tersebut 

membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan 

kontraktual belaka di antara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut 

dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas 

dikecualikan oleh ketentuan Undang-Undang tertentu. Hal yang demikian misalnya 

dapat kita lihat pada ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris, Amerika 

Serikat, Kanada, Australia, Negeri Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman 

Islands dan beberapa negara lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua menentukan 

pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (criminal violation), misalnya 

Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, dan Indonesia, dan beberapa 

negara lainnya.8

Pelanggaran

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai rahasia bank yang diatur didalam

Undang — undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang — undang

3 Adrian Sutedi, “Tindak Pidana Pencucian Uang", Bandung: Citra Aditya Bakti,2008, hlm 3
6 Ibid, hlm 18
7 http//www.google.co.id, Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Loundering), 
diaskes pada 09-08-2008
8 Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai masalah di Sekitarnya Jurnal Hukum Bisnis. 
Volume 8, Tahun 1999, hal 4

http://www.google.co.id
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Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa ketentuan rahasia bank 

tidaklah mutlak. Artinya ada ketentuan pengecualian berlakunya rahasia bank 

tersebut.9 Berdasarkan pengeculian yang diatur didalam Undang — undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, serta Undang — undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang 

- undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, pengecualian 

terhadap rahasia bank dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana 

pencucian uang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas 

mengenai PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MELALUI KETENTUAN RAHASIA BANK.

B. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut maka penulis merangkum permasalahan yaitu :

“Bagaimana penerapan penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui

ketentuan rahasia bank?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

mengetahui keefektifan Undang — undang No 25 tahun 2003 tentang perubahan atas 

Undang - undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang.

Undang undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan, dalam pasal 40, 41 A, 42, 43,44,44A
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah .

Untuk menambah pengetahuan mengenai rahasia bank dan tindak pidana pencucian

uang di perbankan.

E. Ruang Lingkup

Sedangkan untuk ruang lingkupnya, penulis membatasi pada Undang 

undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang - undang Nomor 25 tahun 2003 tentang 

perubahan atas Undang - undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tidak Pidana 

Pencucian Uang , Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 tentang 

persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, 

PP No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan 

Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

!

F. Metode Penelitian

Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian1.

Metode pendekatan yang dilakukan penyusun adalah yuridis normatif

dan Jenis penelitian di dalam menyusun skripsi ini lebih ditekankan

pada deskriptif analis.

i
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Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian didalam menyususn skripsi ini adalah kualitatif, yang 

bersumber pada data skunder melelui studi kepustakaan dan studi 

dokumen.

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 jenis yaitu

2.

3.

Bahan Hukum Primer adalah data — data melalui studi 

kepustakaan yang ditelusuri melalui bahan hukum yaitu bahan 

hukum sekunder dan tersier berupa undang - undang, 

peraturan serta literatur yang menunjang dalam penulisan 

skiripsi ini.

1.

Bahan Hukum Sekunder adalah asas - asas hukum dan teori -2.

teori hukum serta doktrin — doktrin para ahli hukum.

3. Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur -

literatur, karya tulis ilmiah berhubungan dengan materil

penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder dan tersier ini

berupa text book, hasil karya dari lapangan hukum, kamus dan 

bahan - bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.

i
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Metode Analisis4.

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara

deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang panjang

diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya

diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam

skripsi.
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